PERUBAHAN KETIGA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 14/Kpts/KPU-Kab-
Crb/VI/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/I11/2013 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM,
DAN JADUAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIREBON TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Cirebon Tahun 2013, periu untuk dilakukan beberapa penyesuaian dalam
pelaksanan tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun
2013;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Ketiga Tahapan, Program
dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Cirebon Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R|
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) yang
telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Daerah
{Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Ri Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran
Negara Rl Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4837) sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Rl Tahun
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316 ; UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4856);
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PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen
KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu,
dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 64 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010; PKPU Nomor 72
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan
Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010; PKPU Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2010; PKPU
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU
Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pelantiikan; PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-
Crb/Vi/2013 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-
Kab-Crb/Ill/2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon
Tahun 2013.



CATATAN - Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal
17 Juni 2013.
- Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-
Crb/VI/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU
Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/I11/2013 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 terkait dengan
perubahan atas tahapan Perfutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih.
- Lampiran 11 halaman. L



